
B U P A T I KAPUAS H U L U 
PROVINSI KALIMANTAN B A R A T 

PERATURAN D A E R A H KAPUAS H U L U 

NOMOR 6 TAHUN 2018 

TENTANG 

P E N Y E L E N G G A R A A N K E A R S I P A N 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPAT I KAPUAS H U L U , 

Menimbang : a . bahwa ars ip sebagai memori, a cuan , dan 
bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 
h a r u s dikelola dan dise lamatkan oleh Negara; 

b. bahwa u n t u k menjamin ketersediaan ars ip 
yang autent ik dan terpercaya diper lukan 
penyelenggaraan kears ipan yang sesua i 
dengan prinsip, ka idah, dan standar 
kears ipan; 

c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan 
kears ipan di Daerah memer lukan panduan 
dalam pe laksanaannya sehingga perlu d i susun 
pedoman penyelenggaraan kears ipan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana d imaksud da lam h u r u f a, h u r u f 
b, dan h u r u f c, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Penyelenggaraan Kears ipan; 

Mengingat : 1. Pasa l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang Darura t 
Nomor 3 T a h u n 1953 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I I d i Ka l imantan (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a b u n 1953 Nomor 
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 72 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 14 T a h u n 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publ ik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 

2008 Nomor 6 1 , Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 43 T a h u n 2009 
tentang Kears ipan (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2009 Nomor 152, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
5071); 

5. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014, 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah d iubah beberapa ka l i terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 T a h u n 2012 
tentang Pe laksanaan Undang-Undang Nomor 
43 T a h u n 2009 tentang Kears ipan (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2012 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5286); 
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7. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 54 
T a h u n 2009 tentang Ta ta Naskah D inas di 
L ingkungan Pemerintahan Daerah; 

8. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 78 
T a h u n 2012 tentang Ta ta Kears ipan di 
L ingkungan Kementerian Da lam Negeri dan 
Pemerintah Daerah sebagaimana telah d iubah 
dengan Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 
135 T a h u n 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 78 
T a h u n 2012 tentang Ta ta Kears ipan di 
L ingkungan Kementerian Da lam Negeri dan 
Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 
T a h u n 2011 tentang Pembuatan Sistem 
Klas i f ikas i Keamanan dan Akses Arsip Dinamis ; 

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 29 
T a h u n 2011 tentang Pedoman Penelusuran 
Arsip Stat is di L ingkungan Pencipta Arsip; 

11 . Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 24 
T a h u n 2012 tentang Materi Muatan Peraturan 
Daerah tentang Penyelenggaraan Kears ipan; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas H u l u 
Nomor 6 T a h u n 2017 tentang U r u s a n 
Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Kapuas H u l u ; 

Dengan Persetujuan Be r sama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H 

K A B U P A T E N KAPUAS H U L U 

dan 

BUPAT I KAPUAS H U L U 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN D A E R A H TENTANG 
P E N Y E L E N G G A R A A N KEARS IPAN . 
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B A B I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini , yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hu lu . 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupat i sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupat i adalah Bupat i Kapuas Hu lu . 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Kapuas Hulu . 

5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hu lu . 

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD 
adalah perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupat i dalam 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat 
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas 
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan 
Satuan Polisi Pamong Praja. 

7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kapuas Hu lu . 

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD 
adalah Perusahaan Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hu lu . 

9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 
la in, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 
h u k u m yang memiliki batas wi layah yang berwenang un tuk 
mengatur dan mengurus u rusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asa l u su l , dan/atau hak tradisional yang d iakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

10. Kearsipan adalah hal -hal yang berkenaan dengan arsip. 

11. Arsip adalah rekaman kegiatan a tau peristiwa dalam berbagai 
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi 
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informasi dan komunikas i yang dibuat dan diterima oleh 
lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, 
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan 
perseorangan da lam pe laksanaan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. 

12. Arsip d inamis adalah ars ip yang d igunakan secara langsung 
da lam kegiatan pencipta arsip dan dis impan selama j angka 
w a k t u tertentu. 

13. Arsip v i ta l ada lah ars ip yang keberadaannya merupakan 
persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta ars ip, 
t idak dapat diperbarui dan t idak tergantikan apabi la rusak a tau 
hi lang. 

14. Arsip akt i f adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi 

dan/atau terus-menerus. 

15. Arsip inakt i f ada lah arsip yang frekuensi penggunaannya telah 
menurun . 

16. Arsip stat is adalah ars ip yang d ihas i lkan oleh pencipta ars ip 
ka rena memil ik i n i la i guna kesejarahan, telah habis retensinya 
dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik 
secara langsung maupun t idak langsung oleh Arsip Nasional 
Republ ik Indonesia dan/atau lembaga kears ipan. 

17. Arsip terjaga adalah ars ip negara yang berkaitan dengan 
keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang 
h a r u s dijaga keu tuhan , keamanan, dan keselamatannya. 

18. Arsip u m u m adalah arsip yang t idak termasuk dalam kategori 

ars ip terjaga. 

19. Ars ipar is adalah seseorang yang memil iki kompetensi d i bidang 
kears ipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau 
pendidikan dan pelatihan kears ipan serta mempunyai fungsi, 
tugas, dan tanggung jawab me laksanakan kegiatan kears ipan. 

20. Akses ars ip adalah ketersediaan arsip sebagai has i l dar i 
kewenangan h u k u m dan otorisasi legal serta keberadaan sa rana 
bantu u n t u k mempermudah penemuan dan pemanfaatan ars ip. 

2 1 . Lembaga kears ipan adalah lembaga yang memil ik i fungsi, tugas, 
dan tanggung jawab di bidang pengelolaan ars ip stat is dan 
pembinaan kears ipan. 
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22. Arsip Nasional Republ ik Indonesia, yang se lanjutnya disingkat 
ANRI ada lah lembaga kears ipan berbentuk lembaga pemerintah 
non kementerian yang me laksanakan tugas negara di bidang 
kears ipan yang berkedudukan di ibukota negara. 

24. Pencipta ars ip ada lah p ihak yang mempunyai kemandir ian dan 
otoritas da lam pe laksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di 
bidang pengelolaan ars ip dinamis. 

25 . Uni t pengolah adalah sa tuan ker ja pada pencipta ars ip yang 
mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua ars ip 
yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di 
l ingkungannya. 

26. Uni t kears ipan adalah sa tuan kerja pada pencipta arsip yang 
mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan 
kears ipan. 

27. J a d w a l Retensi Arsip, yang selanjutnya disingkat J R A adalah 
daftar yang berisi sekurang-kurangnya j angka w a k t u 
penyimpanan a tau retensi, j en i s ars ip, dan keterangan yang 
berisi rekomendasi tentang penetapan sua tu j en is ars ip 
d imusnahkan , dini la i kembali , a tau dipermanenkan yang 
dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan 
arsip. 

28. Penyusutan arsip ada lah kegiatan pengurangan j u m l a h ars ip 
dengan ca ra pemindahan ars ip inakt i f dar i un i t pengolah ke uni t 
kears ipan, pemusnahan ars ip yang t idak memil iki n i la i guna, 
dan penyerahan ars ip stat is kepada lembaga kears ipan. 

29. Penyelenggaraan Kears ipan adalah kese luruhan kegiatan 
meliputi kebi jakan, pembinaan kears ipan, dan pengelolaan arsip 
da lam sua tu sistem kears ipan nas ional yang d idukung oleh 
sumber daya manus ia , p rasa rana dan sarana , serta sumber 
daya la innya. 

30. Pengelolaan arsip d inamis adalah proses pengendalian ars ip 
d inamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi 
penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan 
arsip. 

3 1 . Pengelolaan ars ip stat is ada lah proses pengendalian arsip stat is 
secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi aku i s i s i , 
pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan 
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pelayanan publ ik dalam sua tu s istem kears ipan nasional . 

32. Aku is i s i ars ip stat is adalah proses penambahan khasanah ars ip 
stat is pada lembaga kears ipan yang d i l aksanakan melalui 
kegiatan penyerahan arsip stat is dan hak pengelolaannya dar i 
pencipta arsip kepada lembaga kears ipan. 

33 . S istem Kears ipan Nasional, yang se lanjutnya disingkat S K N 
adalah sua tu sistem yang membentuk pola hubungan 
berkelanjutan antar berbagai komponen yang memil iki fungsi 
dan tugas tertentu, interaks i antar pe laku serta u n s u r la in yang 
sal ing mempengaruhi dalam penyelenggaraan kears ipan secara 
nasional . 

34. S is tem Kears ipan Kabupaten Kapuas H u l u , yang selanjutnya 
disingkat S K K adalah sua tu s istem yang membentuk pola 
hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang 
memil ik i fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta 
u n s u r la in yang sal ing mempengaruhi da lam penyelenggaraan 
kears ipan di l ingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas H u l u . 

35. S is tem Informasi Kears ipan Kabupaten Kapuas H u l u , yang 
se lanjutnya disingkat S I K K adalah Sistem Informasi Arsip di 
l ingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas H u l u yang dikelola 
oleh D inas Perpustakaan dan Kears ipan Kabupaten Kapuas 
H u l u yang menggunakan S a r a n a Ja r ingan Informasi Kears ipan 
Kabupaten Kapuas H u l u . 

36. Ja r ingan Informasi Kears ipan Nasional, yang selanjutnya 
disingkat J I K N adalah sistem ja r ingan informasi dan sa rana 
pelayanan ars ip secara nas ional yang dikelola oleh ANRI. 

37. Ja r i ngan Informasi Kears ipan Kabupaten Kapuas H u l u , yang 
disingkat J I K K Kabupaten Kapuas Hu lu adalah Sistem Ja r ingan 
Informasi dan S a r a n a Pelayanan Arsip di l ingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kapuas Hu lu yang dikelola oleh D inas Perpustakaan 
dan Kears ipan Kabupaten Kapuas H u l u . 

38. Tekhnologi Informasi dan Komunikas i , yang se lanjutnya 
disingkat T I K adalah payung besar terminologi yang mencakup 
se luruh peralatan teknis u n t u k memproses dan menyampaikan 
informasi yang mencakup dua aspek ya i tu tekhnologi informasi 
dan tekhnologi komunikas i sehingga Teknologi dan Komun ikas i 
mengandung pengertian l uas ya i tu segala kegiatan yang terkait 
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dengan pemrosesan, pengelolaan, pemindahan informasi antar 
media dengan menggunakan perangkat komputer (baik 
perangkat keras maupun perangkat lunak ) . 

39. Daftar Pencar ian Arsip, yang se lanjutnya disingkat DPA adalah 
daftar berisi ars ip yang memil ik i n i la i guna kesejarahan baik 
yang telah diverif ikasi secara langsung m a u p u n t idak langsung 
oleh lembaga kears ipan dan dicari oleh lembaga kears ipan serta 
d iumumkan kepada publik. 

40. Pemel iharaan arsip ada lah kegiatan menjaga keutuhan , 
keamanan, dan keselamatan arsip baik fisik maupun 
informasinya. 

4 1 . Penggunaan ars ip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan 

ars ip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak. 

42. Pemberkasan adalah penempatan n a s k a h ke da lam sua tu 
h impunan yang t e r susun secara sistematis dan logis sesuai 
dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi sa tu berkas 
karena memil ik i hubungan informasi, kesamaan j en is a tau 
kesamaan masa lah dar i sua tu un i t kerja. 

43. Program ars ip v i ta l ada lah t indakan dan prosedur yang 

sistematis dan terencana yang bertujuan u n t u k memberikan 

perl indungan dan menyelamatkan arsip v i ta l pencipta ars ip 

pada saat darurat a t au setelah terjadi mus ibah. 

44. Sumber daya kears ipan adalah dukungan terhadap s istem 
kears ipan nas ional berupa sumber daya manus ia , p rasarana 
dan sa rana , organisasi kears ipan dan pendanaan. 

45 . Retensi ars ip ada lah j angka w a k t u penyimpanan yang wajib 

d i l akukan terhadap sua tu j en is ars ip. 

B A B I I 

P E N Y E L E N G G A R A A N K E A R S I P A N D A E R A H 

Pasa l 2 

(1) Bupa t i bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Kears ipan 
Daerah dan d i l aksanakan oleh D inas Perpustakaan dan 
Kears ipan secara komprehensif dan terpadu. 
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(2) Penyelenggaraan kearsipan d i laksanakan berdasarkan asas: 

a. kepastian h u k u m ; 

b. keautentikan dan keterpercayaan; 

c. keutuhan; 

d. asa l usu l ; 

e. a turan asl i ; 

f. keamanan dan keselamatan; 

g. keprofesionalan; 

h . keresponsifan; 

i . keantisipatifan; 

j . kepartisipatifan; 

k. akuntabil i tas; 

1. kemanfaatan; 

m. aksesibil itas; 

n . kepentingan umum; dan 

o. kearifan lokal. 

(3) Penyelenggaraan kearsipan d i laksanakan dengan tujuan: 

a. un tuk menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan 
terpercaya sebagai alat bukt i yang sah ; 

b. un tuk mewujudkan pengelolaan arsip yang andal dan 
pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku; 

c. un tuk menciptakan penyelenggaraan kearsipan yang 
komprehensif dan terpadu; dan 

d. un tuk menyelamatkan arsip sebagai bukt i 
pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. 

(4) Penyelenggaraan kearsipan sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (1), meliputi: 

a. penetapan kebijakan; 

b. pembinaan kearsipan; 

c. pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis; 

d. pembangunan kearsipan berbasis T IK ; 

e. pemasyarakatan kearsipan; dan 

9 



f. peningkatan ker jasama. 

(5) Penyelenggaraan kears ipan sebagaimana yang d imaksud pada 

ayat (1), d idukung sumber daya kears ipan meliputi: 

a . sumber daya manus ia ; 

b. p rasarana dan sarana ; dan 

c. pendanaan. 

Pasa l 3 

(1) S K K wajib diselenggarakan oleh pencipta arsip dan D inas 
Perpustakaan dan Kears ipan. 

(2) Penyelenggaraan S K K sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
menjadi tanggung jawab masing-masing pencipta ars ip dan 
D inas Perpustakaan dan Kears ipan. 

(3) Penyelenggaraan S K K sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
h a r u s sinergi dengan S K N dan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang ber laku. 

B A B I I I 

PENETAPAN K E B I J A K A N K E A R S I P A N 

Pasa l 4 

(1) Bupa t i menetapkan kebi jakan kears ipan daerah sebagaimana 

d imaksud dalam Pasa l 2 ayat (4) h u r u f a . 

(2) Kebi jakan sebagaimana d imaksud pada ayat (1), meliputi 
bidang: 

a. pembinaan dan pengelolaan ars ip ; 

b. pembangunan S K K , S I K K dan J I K K ; 

c. organisasi kears ipan; 

d. pengembangan sumber daya manus ia ; 

e. p rasarana dan sarana ; 

f. perl indungan dan penyelamatan ars ip; 

g. sosia l isasi kears ipan; 

h. ker jasama; dan 
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i . pendanaan. 

(3) Kebi jakan kears ipan sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
menjadi a cuan bagi pencipta ars ip dan D inas Perpustakaan dan 
Kears ipan dalam penyelenggaraan kears ipan. 

B A B IV 
PENGELOLAAN ARS IP 

Bagian Kesatu 
U m u m 

Pasa l 5 

(1) Pengelolaan arsip d i l akukan u n t u k menjamin ketersediaan dan 
keselamatan ars ip yang autentik, u t u h dan terpercaya da lam 
rangka S K K dengan d idasarkan pada sifat keterbukaan dan 
ketertutupan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang undangan yang ber laku. 

(2) Pengelolaan ars ip d i l akukan terhadap: 

a . ars ip dinamis; dan 

b. ars ip stat is. 

(3) Pengelolaan arsip d inamis menjadi tanggung jawab pencipta 
ars ip dan d i l aksanakan oleh un i t kears ipan. 

(4) Pengelolaan arsip stat is menjadi tanggung jawab D inas 
Perpustakaan dan Kears ipan. 

(5) Pengelolaan arsip d inamis di l ingkungan pencipta arsip dan 

pengelola ars ip stat is d i l aksanakan ars ipar is . 

(6) Da lam me laksanakan pengelolaan ars ip d inamis dan stat is , 
ars ipar is dan fungsional u m u m dibantu oleh tenaga yang 
memil iki pengetahuan di bidang kears ipan. 
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Bagian Kedua 

Pengelolaan Arsip D inamis 

Paragraf 1 
U m u m 

Pasa l 6 

(1) Pengelolaan ars ip d inamis sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 5 
ayat (2) h u r u f a , meliputi kegiatan: 
a . penciptaan ars ip; 

b. penggunaan arsip; 
c. pemeliharaan ars ip; dan 
d. penyusutan arsip. 

(2) Arsip d inamis terdiri atas: 

a. ars ip aktif; 

b. ars ip inaktif; dan 

c. ars ip vi tal . 

Pasa l 7 

(1) U n t u k mendukung pengelolaan ars ip d inamis diper lukan: 

a. tata n a s k a h dinas; 

b. k las i f ikas i ars ip ; 

c. J R A ; dan 

d. s istem k las i f ikas i keamanan dan akses arsip. 

(2) Ta t a n a s k a h d inas, k las i f ikas i ars ip , J R A dan sistem klas i f ikas i 
keamanan dan akses arsip di l ingkungan Pemerintah Daerah 
ditetapkan oleh Bupat i sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang ber laku. 

(3) Ta ta n a s k a h dinas, k las i f ikas i ars ip, J R A dan sistem klas i f ikas i 
keamanan dan akses ars ip pada pencipta arsip di luar 
Pemerintah Daerah ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip 
sesua i ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber laku. 

Pasa l 8 

(1) Ta t a n a s k a h dinas d igunakan un tuk memenuhi autentis i tas dan 
reliabil itas ars ip. 
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(2) Ta ta n a s k a h d inas mencakup pengaturan jen is , format, 
penyiapan, pengamanan, pengabsahan, d istr ibusi dan 
penyimpanan serta media yang d igunakan dalam komunikas i 
kedinasan. 

Pasa l 9 

(1) K las i f ikas i d i susun berdasarkan pada ana l i s i s fungsi dan tugas 
pencipta arsip yang d i susun secara logis, sistematis dan 
kronologis. 

(2) K las i f ikas i ars ip d igunakan sebagai dasar pemberkasan, 
penataan dan mendukung akses , pemanfaatan arsip serta 
penyusutan arsip. 

Pasa l 10 

(1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan B U M D wajib memil ik i 
J R A . 

(2) J R A sebagaimana d imaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupa t i dan 
pimpinan B U M D setelah mendapat persetujuan Kepala ANRI. 

(3) J R A d igunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan 
arsip. 

(4) J R A terdiri a tas J R A fasilitatif dan J R A substanti f . 

(5) J R A Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa d i susun oleh 

D inas Perpustakaan dan Kears ipan yang dikoordinasikan 

dengan pencipta ars ip. 

(6) J R A B U M D d i susun oleh masing-masing p impinan B U M D yang 
dikoordinasikan dengan D inas Perpustakaan dan Kears ipan. 

Pasa l 11 

D inas Perpustakaan dan Kears ipan me lakukan asistensi dan 
bimbingan penyusunan J R A kepada pencipta ars ip berdasarkan 
pedoman penyusunan J R A . 
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Pasa l 12 

Ketentuan lebih lanjut mengenai J R A sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 10 dan Pasa l 11 diatur dengan Peraturan Bupat i . 

Pasa l 13 

Klas i f ikas i keamanan dan akses arsip d i susun sebagai dasar u n t u k 

menentukan keterbukaan dan kerahas iaan arsip da lam rangka 

penggunaan ars ip dan informasinya sesua i dengan peraturan 

perundang undangan. 

Paragraf 2 
Un i t Kears ipan 

Pasa l 14 

(1) Penyelenggaraan kears ipan pada OPD, B U M D , dan Pemerintah 

Desa d i l aksanakan oleh un i t kears ipan dan un i t pengolah. 

(2) Uni t kears ipan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) ya i tu : 

a . sekretariat dan/atau subbagian tata u s a h a pada OPD; dan 

b. un i t pe laksana tugas dan fungsi ke ta tausahaan pada BUMD; 
dan 

c. sekretariat pada Pemerintah Desa. 

(3) Uni t pengolah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ya i tu : 

a. bidang, seks i , dan/atau bagian pada OPD; 

b. div is i dan/atau bagian pada B U M D ; dan 

c. seks i dan/atau u r u s a n pada Pemerintah Desa. 

Pasa l 15 

(1) OPD, BUMD, dan Pemerintah Desa da lam menyelenggarakan 

kears ipan mempunyai tugas: 

a. mengelola arsip d inamis akt i f d i l ingkungannya; 

b. mengelola ars ip d inamis inakt i f yang memil ik i retensi ku rang 
dar i 10 (sepuluh) t ahun di l ingkungannya; 

c. menyusun program arsip v i tal ; 

d. mengelola ars ip vital ; 
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e. melaksanakan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di 
bawah 10 (sepuluh) tahun sesuai J R A ; 

f. menyusun daftar arsip statis dan menyerahkan kepada 
Lembaga Kearsipan Daerah; dan 

g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengelolaan 
arsip di l ingkungannya. 

(2) Uni t kearsipan pada OPD, BUMD, dan Pemerintah Desa dalam 
menyelenggarakan kearsipan memiliki tugas: 

a . melaksanakan pengelolaan arsip inaktif; 

b. mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi 
un tuk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan 
publik; 

c. melaksanakan pemusnahan arsip; dan 

d. menyiapkan penyerahan arsip statis. 

(3) Unit pengolah pada OPD, BUMD, dan Pemerintah Desa dalam 
menyelenggarakan kearsipan memiliki tugas: 

a. pengelolaan arsip aktif; 

b. pengelolaan arsip vital; 

c. penyusunan daftar arsip inaktif; dan 

d. melaksanakan pemindahan arsip dinamis inakti f ke uni t 
kearsipan. 

(4) Ketentuan mengenai standar operasional dan prosedur 
penyelenggaraan kearsipan diatur dengan Peraturan Bupat i . 

Pasa l 16 

Unit kearsipan dipimpin oleh seorang pejabat s t ruktura l yang 
memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui 
pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan. 

Paragraf 3 
Penciptaan Arsip 

Pasal 17 

(1) Penciptaan arsip d i lakukan oleh pencipta arsip dalam setiap 
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pe laksanaan tugas dan fungsi. 

(2) Penciptaan ars ip meliputi kegiatan mengatur dan 

mendokumentas ikan proses: 

a . pembuatan ars ip; dan 

b. penerimaan arsip. 

Pasa l 18 

(1) Pembuatan arsip sebagaiaman d imaksud da lam Pasa l 17 ayat (2) 
h u r u f a d i l aksanakan berdasarkan tata n a s k a h d inas u n t u k 
memenuhi autenti tas dan reliabil itas ars ip. 

(2) Pembuatan arsip d i l aksanakan berdasarkan k las i f ikas i ars ip 

u n t u k mengelompokkan ars ip sebagai sa tu keu tuhan informasi. 

(3) Pembuatan arsip d i l aksanakan berdasarkan k las i f ikas i 
keamanan dan akses d inamis u n t u k menentukan keterbukaan 
a tau kerahas iaan arsip da lam rangka penggunaan arsip dan 
informasinya. 

(4) Pembuatan arsip h a r u s didokumentasikan dengan ca ra 

diregistrasi. 

(5) Pendokumentasian pembuatan arsip d i l akukan oleh ars ipar is 
dan/atau tenaga pengelola arsip. 

(6) Arsip yang sudah diregistrasi h a r u s d id istr ibusikan kepada 

p ihak yang berhak secara cepat, tepat, lengkap dan aman. 

(7) Uni t pengolah dan un i t kears ipan bertanggung jawab terhadap 

pengendalian arsip yang d id is tr ibusikan sesuai kewenangannya. 

(8) Pendistr ibusian d i ikut i dengan t indakan pengendalian. 

Pasa l 19 

(1) Penerimaan ars ip sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 17 ayat 

(2) h u r u f b d i l akukan oleh petugas yang berhak menerima. 
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(2) Penerimaan arsip h a r u s didokumentasikan. 

(3) Pendokumentasian arsip d i l akukan dengan ca ra registrasi. 

(4) Pendokumentasian arsip penerimaan arsip d i l akukan oleh 
ars ipar is dan/atau tenaga pengelola arsip. 

(5) Arsip yang telah didokumentasikan arsip wajib dipel ihara dan 
dis impan. 

Paragraf 4 
Penggunaan Arsip D inamis 

Pasa l 20 

(1) Penggunaan ars ip d inamis d iperuntukan bagi kepentingan 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan 
masyarakat . 

(2) Ketersediaan dan autentis i tas ars ip d inamis menjadi tanggung 
j awab pencipta ars ip. 

(3) P impinan un i t pengolah bertanggung j awab terhadap 

ketersediaan dan autentis i tas arsip aktif. 

(4) P impinan un i t kears ipan bertanggung jawab terhadap 
ketersediaan arsip inakt i f u n t u k kepentingan penggunaan 
internal pencipta arsip dan kepentingan publik, serta 
penggunaan informasi ars ip da lam S I K K dan J I K K . 

(5) Penyediaan ars ip d inamis u n t u k kepentingan akses ars ip 

d inamis menjadi tanggung jawab kepala un i t kears ipan dan 

d i l aksanakan oleh Ars ipar is dan a tau Tenaga Pengelola Arsip. 

(6) Penggunaan arsip d inamis d i l aksanakan sesuai dengan sistem 

klas i f ikas i keamanan dan akses ars ip. 

(7) Mekanisme penggunaan arsip dan informasi ars ip dinamis oleh 
pengguna yang berhak d i l aksanakan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang ber laku. 
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Paragraf 5 
Pemeliharaan Arsip D inamis 

Pasa l 21 

(1) Pemel iharaan arsip d inamis d i l akukan u n t u k menjaga 

keautent ikan, keutuhan , keamanan, dan keselamatan arsip. 

(2) Pemel iharaan arsip d inamis meliputi: 

a . pemeliharaan arsip aktif; 

b. pemeliharaan ars ip inaktif ; dan 

c. pemel iharaan ars ip vi tal . 

(3) Pemel iharaan arsip akt i f menjadi tanggung jawab pimpinan uni t 
pengolah. 

(4) Pemeliharaan arsip inakt i f menjadi tanggung jawab kepala un i t 
kears ipan. 

(5) Pemel iharaan arsip v i ta l d i l aksanakan berdasarkan program 

arsip vi tal . 

(6) Pemeliharaan arsip d inamis sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1) d i l akukan melalui kegiatan: 

a. pemberkasan; 

b. penataan; 

c. penyimpanan; dan 

d. a l ih media. 

Pasa l 22 

(1) Pemel iharaan ars ip v i ta l sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 21 
ayat (5), pada Pemerintah Daerah, BUMD, dan Pemerintah Desa 
di integrasikan ke dalam sistem pengelolaan ars ip d inamis pada 
pencipta ars ip. 

(2) Program arsip v i ta l d i l aksanakan dalam satu kesatuan sistem 
pencegahan dan penanggulangan bencana. 

(3) Program ars ip vital menjadi tanggung jawab pimpinan pencipta 
arsip. 
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(7) Pemberkasan ars ip akt i f dan pembuatan daftar ars ip akt i f 
menjadi tanggung jawab pimpinan uni t pengolah dan 
d i l aksanakan oleh Ars ipar is dan/atau Tenaga Pengelola Arsip. 

(8) Daftar ars ip akt i f d isampaikan kepada uni t kears ipan da lam 
rangka penyelenggaraan S I K K dan J I K K . 

Pasa l 24 

(1) Penataan ars ip inakt i f pada un i t kears ipan berdasarakan asas 
asa l u s u l dan asas a turan as l i serta d i l aksanakan melalui 
kegiatan: 

a. pengaturan fisik arsip; 

b. pengolahan informasi ars ip; dan 

c. penyusunan daftar ars ip inaktif . 

(2) Daftar ars ip inakt i f sekurang-kurangnya memuat metadata: 

a. pencipta ars ip; 

b. un i t pengolah; 

c. nomor ars ip; 

d. kode klas i f ikasi ; 

e. u ra i an informasi arsip; 

f. k u r u n wak tu ; 

g. j u m l a h ; dan 

h. keterangan. 

(3) Penataan ars ip inakt i f dan pembuatan daftar ars ip inakt i f 

menjadi tangung jawab kepala un i t kears ipan dan d i l aksanakan 

oleh ars ipar is dan/atau Tenaga Pengelola Arsip. 

(4) Daftar ars ip inakt i f d isampaikan kepada un i t kears ipan da lam 

rangka S I K K dan J I K K . 
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Paragraf 6 

Penyimpanan Arsip 

Pasa l 25 

(1) Penyimpanan ars ip d i l akukan terhadap arsip akt i f dan inakt i f 
yang sudah didaftarkan dalam daftar ars ip. 

(2) Penyimpanan ars ip akt i f menjadi tangung jawab pimpinan un i t 
pengolah dan d i l aksanakan oleh ars ipar is dan/atau tenaga 
pengelola arsip. 

(3) Penyimpanan ars ip inakt i f menjadi tangung jawab kepala un i t 
kears ipan dan d i l aksanakan oleh ars ipar is dan/atau Tenaga 
Pengelola Arsip. 

(4) Penyimpanan arsip akt i f dan inakt i f d i l aksanakan u n t u k 
menjamin keamanan fisik dan informasi ars ip se lama j angka 
w a k t u penyimpanan arsip berdasarkan J R A . 

Pasa l 26 

(1) Da lam rangka penggunaan dan pemel iharaan arsip d inamis 

dapat d i l akukan a l ih media ars ip. 

(2) A l ih media ars ip d i l aksanakan da lam bentuk apapun sesuai 

dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikas i 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang 

ber laku. 

(3) Pencipta ars ip membuat kebi jakan a l ih media ars ip meliputi: 

a. pengkopian; 

b. konversi ;dan 

c. migrasi. 

(4) Arsip yang dial ihmediakan tetap dis impan u n t u k kepentingan 
h u k u m berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang ber laku. 

(5) A l ih media d i l aksanakan dengan memperhat ikan: 

a. kondis i ars ip; dan 
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b. n i la i informasi. 

(6) A l ih media ars ip dilegalisasi dengan autent ikas i oleh pimpinan di 
l ingkungan pencipta arsip dengan memberikan tanda tertentu 
yang di lekatkan, terasosiasi, a tau terkait dengan arsip has i l a l ih 
media. 

(7) Pe laksanaan a l ih media d i l akukan dengan membuat berita acara 
yang disertai dengan daftar ars ip. 

(8) Ber i ta acara a l ih media ars ip d inamis sekurang-kurangnya 
memuat: 

a. w a k t u pe laksanaan; 

b. tempat pe laksanaan; 

c. j en i s media; 

d. j u m l a h ars ip ; 

e. keterangan proses a l ih media yang d i l akukan ; 

f. pe laksanaan; dan 

g. penandatanganan oleh pimpinan un i t pengolah dan un i t 

kears ipan. 

(9) Daftar ars ip akt i f dan inakt i f yang dial ihmediakan sekurang 

kurangnya memuat: 

a. nomor urut ; 

b. j en i s arsip; 

c. j u m l a h ars ip; 

d. k u r u n wak tu ; dan 

e. keterangan. 

(10) P impinan un i t kears ipan melaporkan pe laksanaan a l ih media 

ars ip akt i f dan arsip inakt i f kepada pimpinan pencipta ars ip. 

(11) Arsip has i l a l ih media dan has i l ce taknya yang telah 
diautenti f ikasi merupakan alat bukt i yang s a h berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber laku. 
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Paragraf 7 
Penyusutan Arsip 

Pasal 27 

(1) Penyusutan arsip dinamis d i lakukan oleh pencipta arsip 
berdasarkan J R A . 

(2) Penyusutan arsip meliputi kegiatan: 

a. pemindahan arsip inakti f dari uni t pengolah ke unit 
kearsipan; 

b. pemusnahan arsip yang telah habis retensi dan yang tidak 
memiliki ni la i guna d i laksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangan undangan yang berlaku; dan 

c. penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan. 

Paragraf 8 
Pemindahan Arsip Inakt i f 

Pasal 28 

(1) Pemindahan arsip inakti f dari uni t pengolah ke unit kearsipan 
yang berada pada pencipta arsip menjadi tanggung jawab 
pimpinan uni t pengolah. 

(2) Pemindahan arsip inakti f dari uni t pengolah ke unit kearsipan 
d i laksanakan setelah melewati j angka waktu retensi aktifnya. 

(3) Pelaksanaan pemindahan arsip inakti f d i lakukan dengan 
penandatangan berita acara dan dilampiri daftar arsip yang 
dipindahkan. 

(4) Ber i ta acara pemindahan arsip inakti f ditandatangani oleh 
pimpinan uni t pengolah dan pimpinan unit kearsipan. 

(5) Pemindahan arsip inakti f di l ingkungan pencipta arsip 
d i laksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media arsip 
melalui kegiatan: 

a. penyeleksian arsip inaktif; 

b. pembuatan daftar arsip inakt i f yang dipindahkan meliputi 
daftar berkas dan daftar i s i berkas; dan 
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c. penataan ars ip inakt i f yang a k a n dip indahkan. 

Pasa l 29 

(1) Pemindahan arsip inakt i f yang memil ik i retensi di bawah 10 

(sepuluh) t a h u n d i l akukan dar i un i t pengolah ke un i t kears ipan. 

(2) Pemindahan ars ip inakt i f yang memil ik i retensi sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) t ahun d ip indahkan dar i uni t kears ipan 
ke Kantor D inas Perpustakaan dan Kears ipan. 

(3) Kewajiban pemindahan arsip inakt i f sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) d i l aksanakan paling kurang 1 (satu) 

ka l i da lam 2 (dua) t ahun . 

Paragraf 9 
Pemusnahan Arsip 

Pasa l 30 

(1) Pemusnahan ars ip pada pencipta ars ip sebagaimana d imaksud 
da lam Pasa l 27 ayat (2) h u r u f b menjadi tanggung j awab 
pimpinan pencipta ars ip. 

(2) Pemusnahan ars ip sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i l akukan terhadap arsip yang: 

a . t idak memil iki n i la i guna; 

b. telah habis m a s a retensinya dan berketerangan m u s n a h 
berdasarkan J R A ; 

c. t idak ada undang-undang yang melarang; dan 

d. t idak berkaitan dengan penyelesaian proses sua tu perkara 
a tau mas ih diper lukan u n t u k barang bukt i sua tu sengketa 
yang sedang berlangsung. 

(3) Da lam h a l ars ip belum memenuhi semua ketentuan 
sebagaimana d imaksud pada ayat (2), retensinya di tentukan 
kembal i oleh pimpinan pencipta ars ip. 
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Pasa l 3 1 

Prosedur pemusnahan arsip ber laku ketentuan sebagai berikut: 

a . pembentukan pani t ia penilai arsip; 

b. penyeleksian arsip berdasarkan ketentuan sebagaimana 
d imaksud dalam Pasa l 28 ayat (5) h u r u f a ; 

c. pembuatan daftar ars ip u s u l m u s n a h oleh ars ipar is dan a tau 
tenaga pengelola arsip di un i t kears ipan; 

d. peni laian oleh panit ia penilai arsip; 

e. permintaan persetujuan dar i p impinan pencipta arsip; 

f. penetapan ars ip yang a k a n d imusnahkan ; dan 

g. pe laksanaan pemusnahan: 

1. d i l akukan secara total sehingga f isik dan informasi ars ip 

m u s n a h dan t idak dapat dikenal i ; 

2. d i saks ikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) pejabat dar i 
u n s u r Bagian H u k u m Sekretariat Daerah Kabupaten 
Kapuas H u l u dan/atau u n s u r Inspektorat; dan 

3. disertai penandatanganan berita aca ra yang memuat data 
arsip yang d imusnahkan . 

h . u n t u k menjamin keamanan informasi ars ip yang a k a n 
d imusnahkan , Pemerintah Kabupaten Kapuas H u l u dapat 
me lakukan ker jasama dengan p ihak swas ta da lam pe laksanaan 
pemusnahan arsip. 

Pasa l 32 

(1) Pembentukan panit ia penilai ars ip sebagaimana d imaksud 
dalam Pasa l 3 1 h u r u f a , ditetapkan oleh: 

a . p impinan OPD, B U M D dan Pemerintah Desa u n t u k 
pemusnahan arsip yang memil ik i retensi di bawah 10 
(sepuluh) t ahun ; dan 

b. Kepala D inas Perpustakaan dan Kears ipan u n t u k 

pemusnahan ars ip yang memil ik i retensi sekurang 

kurangnya 10 (sepuluh) t ahun . 

(2) Panit ia penilai ars ip sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
bertugas me lakukan peni laian ars ip yang a k a n d imusnahkan . 
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(3) Pani t ia penilai ars ip sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f 
a , pal ing kurang memenuhi unsur : 

a . p impinan uni t kears ipan sebagai ke tua merangkap anggota; 

b. p impinan un i t pengolah yang ars ipnya a k a n d imusnahkan 
sebagai anggota; dan 

c. ars ipar is dan a tau tenaga pengelola ars ip sebagai anggota. 

(4) Pani t ia penilai ars ip sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f 
b, paling kurang memenuhi unsur : 

a. p impinan D inas Perpustakaan dan Kears ipan sebagai ke tua 

merangkap anggota; 

b. p impinan uni t kears ipan yang ars ipnya a k a n d imusnahkan 

sebagai anggota; 

c. p impinan un i t pengolah yang ars ipnya a k a n d imusnahkan 
sebagai anggota; dan 

d. ars ipar is dan/atau Tenaga Pengelola Arsip sebagai anggota. 

Pasa l 33 

(1) Pemusnahan arsip yang memil ik i retensi di bawah 10 (sepuluh) 
t ahun pada OPD, B U M D dan Pemerintah Desa d i l aksanakan 
oleh pimpinan OPD, B U M D dan Kepala Desa setelah mendapat: 

a . penyeleksian dan pembuatan daftar ars ip u s u l m u s n a h oleh 
ars ipar is dan/atau tenaga pengelola ars ip pada masing-
masing un i t kears ipan; 

b. pertimbangan tertul is dar i panit ia penilai ars ip; 

c. pertimbangan dar i p impinan un i t pengolah; 

d. penetapan ars ip yang a k a n d imusnahkan oleh pimpinan 
pencipta ars ip; dan 

e. persetujuan tertul is dar i Bupat i . 

(2) Pemusnahan arsip sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
menjadi tanggung jawab OPD, B U M D dan Pemerintah Desa. 

(3) Pemusnahan arsip yang memil ik i retensi sekurang-kurangnya 
10 (sepuluh) t ahun pada OPD, B U M D dan Pemerintah Desa 
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di laksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setelah 
mendapat: 

a. penyeleksian dan pembuatan daftar arsip u s u l musnah oleh 
arsiparis di uni t kearsipan Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan; 

b. pertimbangan tertulis dari panit ia penilai arsip; 

c. pertimbangan dari pimpinan uni t pengolah yang ars ipnya 
akan d imusnahkan; 

d. persetujuan dan penetapan dar i Kepala Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan; 

e. persetujuan tertulis dari Bupat i ; dan 

f. persetujuan tertulis dari Kepala ANRI. 

(4) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 

(5) Pencipta arsip wajib menyimpan arsip yang tercipta atas 
pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip sebagai arsip vital yang 
meliputi: 

a. keputusan pembentukan Panit ia Penilai Arsip; 

b. notulen rapat Panit ia Penilai Arsip pada saat melakukan 
penilaian; 

c. usu lan dari Panit ia Penilai Arsip mengenai arsip yang 
d iusu lkan musnah dan telah memenuhi syarat un tuk 
d imusnahkan; 

d. keputusan pimpinan OPD/Kepala Desa/BUMD/Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan tentang Penetapan Pelaksanaan 
Pemusnahan Arsip/penetapan arsip yang akan 
d imusnahkan sesuai dengan kewenangannya; 

e. berita acara pemusnahan arsip; dan 

f. daftar arsip yang d imusnahkan. 

Pasal 34 

(1) Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan d i lakukan terhadap arsip yang: 

a. memiliki n i la i guna kesejarahan; 
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b. telah habis retensinya; dan/atau 

c. berketerangan dipermanenkan sesuai J R A pencipta arsip. 

(2) Penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
wajib d i laksanakan oleh OPD, BUMD dan Pemerintah Desa. 

(3) Penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menjadi tanggung jawab pencipta arsip. 

Pasal 35 

(1) Arsip statis yang diserahkan oleh pencipta arsip ke Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan harus autentik, terpercaya, u tuh , 
dan dapat digunakan. 

(2) Dalam ha l arsip statis yang diserahkan tidak autentik dan 
terpercaya, maka pencipta arsip wajib melakukan autentikasi. 

(3) Apabila pencipta arsip tidak melakukan autentikasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan berwenang menolak penyerahan arsip statis. 

(4) Dalam ha l arsip statis yang tidak diketahui penciptanya, 
autentikasi d i lakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 

Pasal 36 

(1) Prosedur penyerahan arsip statis d i laksanakan sebagai berikut: 

a. penyeleksian dan pembuatan daftar arsip u s u l serah oleh 
arsiparis dan atau Tenaga Pengelola Arsip di unit kearsipan; 

b. penilaian oleh panit ia penilai arsip di OPD, BUMD dan 
Pemerintah Desa terhadap arsip u s u l serah; 

c. pemberitahuan akan menyerahkan arsip statis oleh 
pimpinan pencipta arsip di OPD, BUMD dan Pemerintah 
Desa kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disertai 
dengan pernyataan dari pimpinan pencipta arsip, bahwa 
arsip yang akan diserahkan autentik, terpercaya, u tuh , dan 
dapat digunakan; 
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d. veri f ikasi dan persetujuan dar i Kepala D inas Perpustakaan 

dan Kears ipan; 

e. penetapan ars ip yang a k a n d iserahkan oleh p impinan 

pencipta arsip di OPD, B U M D dan Pemerintah Desa; dan 

f. penyerahan arsip stat is dar i P impinan Pencipta Arsip di OPD, 
B U M D dan Pemerintah Desa kepada Kepala D inas 
Perpustakaan dan Kears ipan dengan disertai berita aca ra 
dan daftar ars ip yang d iserahkan. 

(2) Prosedur sebagaimana d imaksud pada ayat (1), d i l aksanakan 
dengan memperhat ikan format dan media ars ip yang 
d iserahkan. 

(3) Arsip yang tercipta dar i pe laksanaan penyerahan ars ip meliputi: 

a . keputusan pembentukan panit ia penilai ars ip di OPD, 
B U M D dan Pemerintah Desa; 

b. notulen rapat panit ia penilai ars ip di OPD, B U M D dan 
Pemerintah Desa pada saat me l akukan peni laian; 

c. sura t pertimbangan dar i panit ia penilai ars ip di OPD, B U M D 
dan Pemerintah Desa kepada pimpinan pencipta arsip di 
OPD, B U M D dan Kepala Desa yang menyatakan bahwa 
arsip yang d iusu lkan u n t u k d iserahkan dan telah 
memenuhi syarat u n t u k d iserahkan; 

d. sura t persetujuan dar i Kepala D inas Perpustakaan dan 
Kears ipan; 

e. sura t pernyataan dar i p impinan pencipta arsip di OPD, 
B U M D dan Pemerintah Desa bahwa arsip yang d iserahkan 
autentik, terpercaya, u t u h dan dapat d igunakan; 

f. keputusan pimpinan pencipta ars ip di OPD, B U M D dan 
Pemerintah Desa tentang penetapan pe laksanaan 
penyerahan ars ip statis/penetapan arsip yang a k a n 
d iserahkan; 

g. berita aca ra penyerahan arsip stat is; dan 

h . daftar ars ip stat is yang d iserahkan. 

(4) Arsip sebagaimana d imaksud pada ayat (3), wajib dis impan oleh 
pencipta ars ip dan D inas Perpustakaan dan Kears ipan serta 
d iper lakukan sebagai ars ip vital . 
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Bag ian Ketiga 

Pengelolaan Arsip Stat is 

Paragraf 1 
Tugas D inas Perpustakaan dan Kears ipan Kabupaten Kapuas H u l u 

Pasa l 37 

(1) Da lam mengelola arsip stat is , D inas Perpustakaan dan 
Kears ipan mempunyai tugas sebagai berikut: 

a . pengelolaan ars ip stat is yang berska la daerah; dan 

b. pembinaan kears ipan di l ingkungan daerah. 

(2) Pengelolaan ars ip stat is meliputi: 

a. aku i s i s i ars ip stat is; 

b. pengelolaan ars ip stat is; 

c. preservasi ars ip stat is; dan 

d. akses ars ip stat is. 

Paragraf 2 
Aku is i s i Arsip Stat is 

Pasa l 38 

(1) Aku is i s i ars ip stat is hanya d i l aksanakan oleh D inas 
Perpustakaan dan Kears ipan melalui veri f ikasi secara langsung 
a taupun tidak langsung. 

(2) Prosedur aku i s i s i ars ip stat is d i l aksanakan sebagai berikut: 

a. monitoring terhadap fisik ars ip dan daftar ars ip stat is; 

b. me lakukan veri f ikasi terhadap daftar ars ip stat is oleh D inas 
Perpustakaan dan Kears ipan; 

c. menetapkan s tatus ars ip stat is oleh D inas Perpustakaan dan 

Kears ipan; 

d. persetujuan u n t u k menyerahkan ars ip stat is oleh pimpinan 
pencipta ars ip di OPD, B U M D dan Pemerintah Desa; 

e. penetapan ars ip stat is yang d iserahkan oleh pimpinan 
pencipta ars ip di OPD, B U M D dan Pemerintah Desa; dan 
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f. pe laksanaan serah ter ima arsip stat is oleh pimpinan 

pencipta arsip di OPD, B U M D dan Pemerintah Desa kepada 

Kepala D inas Perpustakaan dan Kears ipan disertai dengan 

berita aca ra dan daftar ars ip stat is yang d iserahkan. 

(3) Pe laksanaan aku i s i s i ars ip stat is wajib d i tuangkan dalam berita 
aca ra serah ter ima dan daftar ars ip stat is dan ditandatangani 
oleh Kepala D inas Perpustakaan dan Kears ipan dan pimpinan 
pencipta ars ip di OPD, B U M D dan Pemerintah Desa. 

(4) Ber i ta acara serah terima ars ip stat is sekurang-kurangnya 
memuat: 

a . wak tu serah terima; 

b. tempat; 

c. j u m l a h ; 

d. tanggung jawab dan kewajiban para pihak; dan 

e. tanda tangan para pihak. 

(5) Daftar ars ip stat is sekurang-kurangnya memuat metadata 
sebagai berikut: 

a . pencipta arsip; 

b. nomor ars ip; 

c. kode klas i f ikasi ; 

d. u ra i an informasi ars ip; 

e. k u r u n wak tu ; 

f. j u m l a h ars ip; dan 

g. keterangan. 

Paragraf 3 
Pengolahan Arsip Stat is 

Pasa l 39 

Pengolahan ars ip stat is d i l aksanakan oleh D inas Perpustakaan dan 
Kears ipan berdasarkan asa l u s u l dan asas a tu ran as l i serta standar 
deskripsi ars ip stat is. 
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Pasa l 40 

Pengolahan arsip stat is d i l aksanakan melalui kegiatan: 

a . menata informasi ars ip stat is; 

b. menata fisik ars ip stat is; dan 

c. penyusunan sa rana bantu temu bal ik ars ip statis. 

Arsip stat is pada saat d iserahkan a tau d iakuis is i t idak 
dilengkapi dengan daftar ars ip stat is . 

S a r a n a bantu temu bal ik meliputi: 

a . guide; 

b. daftar ars ip stat is; 

c. daftar ars ip melalui ap l ikas i a tau software, dan; 

d. inventaris ars ip. 

Daftar ars ip stat is yang dimuat da lam S I K K dan J I K K sekurang 
kurangnya memuat metadata informasi ars ip: 

a . pencipta ars ip; 

b. nomor ars ip; 

c. kode klas i f ikasi ; 

d. u ra i an informasi ars ip; 

e. k u r u n wak tu ; 

f. j u m l a h ars ip; dan 

g- keterangan. 

Paragraf 4 
Preservasi Arsip Stat is 

Pasa l 4 1 

Preservasi ars ip stat is d i l aksanakan dengan ca ra preventif dan 
kura t i f oleh D inas Perpustakaan dan Kears ipan u n t u k menjamin 
keselamatan dan kelestarian ars ip. 

Preservasi ars ip stat is d i l aksanakan dengan ca ra preventif 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan dengan cara : 

a . penyimpanan; 

b. pengendalian h a m a terpadu; 
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c. reproduksi; dan 

d. perencanaan terhadap bencana. 

(3) Preservasi ars ip stat is d i l aksanakan dengan ca ra kura t i f 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1), d i l akukan melalui 
perawatan arsip stat is dengan memperhat ikan keu tuhan 
informasi yang d ikandung arsip stat is tersebut. 

Paragraf 5 
Akses Arsip Stat is 

Pasa l 42 

(1) Akses ars ip stat is d i l aksanakan oleh D inas Perpustakaan dan 
Kears ipan bagi kepentingan pengguna arsip dalam rangka 
pendayagunaan dan pelayanan publik. 

(2) Akses arsip stat is u n t u k pengguna ars ip di jamin oleh D inas 
Perpustakaan dan Kears ipan. 

(3) Un tuk menjamin kepentingan akses ars ip stat is, D inas 
Perpustakaan dan Kears ipan menyediakan sa rana dan 
prasarana akses ars ip statis. 

(4) Akses arsip stat is d i l aksanakan dengan mempertimbangkan: 

a . pr insip keutuhan , keamanan, dan keselamatan ars ip stat is ; 

dan 

b. sifat keterbukaan dan ketertutupan arsip sesua i dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber laku. 

(5) Akses ars ip stat is dapat d i l akukan secara manua l dan/atau 

elektronik. 

(6) Apabila akses ars ip stat is yang berasal dar i pencipta ars ip 
terdapat persyaratan tertentu, akses d i l akukan sesuai dengan 
persyaratan dari pencipta arsip yang memil iki ars ip tersebut. 
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Bagian Keempat 

Autent ikas i 

Paragraf 1 

U m u m 

Pasa l 43 

(1) D inas Perpustakaan dan Kears ipan me lakukan kegiatan a l ih 
media da lam rangka pelestarian dan pelayanan ars ip statis. 

(2) Pe laksanaan a l ih media h a r u s disertai dengan autent ikas i dan 
dukungan pembukt ian u n t u k menjamin keas l ian arsip. 

Paragraf 2 
A l ih Media 

Pasa l 44 

(1) D inas Perpustakaan dan Kears ipan menyediakan sa rana dan 
prasarana a l ih media ser ta dapat menyediakan 
laboratorium/tempat u n t u k autent ikas i ars ip. 

(2) Al ih media d i l aksanakan dengan memperhat ikan prinsip n i la i 
informasi, keamanan informasi, keselamatan kondis i f isik ars ip, 
efisiensi, serta ketersediaan teknologi akses dan perawatannya. 

Pasa l 45 

(1) Pe laksanaan a l ih media d i l akukan dengan membuat berita acara 

dan daftar ars ip yang a k a n dial ihmediakan. 

(2) Ber i ta aca ra a l ih media ars ip stat is paling kurang memuat: 

a . w a k t u pe laksanaan; 

b. tempat pe laksanaan; 

c. j en i s media; 

d. j u m l a h ars ip yang dial ihmediakan; 

e. keterangan tentang arsip yang dia l ihmediakan; 

f. keterangan proses a l ih media yang d i l akukan ; 

g. pe laksana; dan 

h . tanda tangan Kepala D inas Perpustakaan dan Kears ipan. 
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(3) Daftar arsip yang dialihmediakan paling kurang memuat: 

a . pencipta arsip; 

b. nomor urut ; 

c. j en is arsip; 

d. j um lah arsip; 

e. k u r u n waktu ; dan 

f. keterangan. 

Paragraf 3 
Autentikasi Al ih Media 

Pasal 46 

(1) Hasi l a l ih media arsip statis ditetapkan autentikasinya oleh 
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan menjadi alat 
bukt i yang sah. 

(2) Dalam menetapkan autentikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat berkoordinasi 
dengan pihak yang mempunyai kemampuan dan kompetensi. 

(3) Sebelum penetapan autentikasi d i lakukan pengujian terhadap 
is i , s truktur, dan konteks arsip statis. 

(4) Pengujian d i lakukan oleh: 

a. t im ahl i ; dan 

b. pihak yang memil iki kemampuan dan kompetensi. 

(5) Autentikasi d i laksanakan dengan memberikan tanda dan/atau 
pernyataan tertulis atau tanda la innya sesuai dengan 
perkembangan teknologi. 

(6) Pencipta arsip atau masyarakat di daerah dapat mengajukan 
permintaan autentikasi kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan. 
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B A B V 

PEMBINAAN K E A R S I P A N 

Pasa l 47 

Pembinaan kears ipan d imaksudkan u n t u k mewujudkan tu juan 
penyelenggaraan kears ipan dalam kerangka S K K dan S K N pada 
setiap pencipta ars ip dan D inas Perpustakaan dan Kears ipan sesua i 
dengan a r a h dan sasaran pembangunan nasional d i bidang 
kears ipan. 

Pasa l 48 

(1) Pembinaan kears ipan di Kabupaten Kapuas H u l u d i l aksanakan 
oleh D inas Perpustakaan dan Kears ipan. 

(2) Pembinaan kears ipan meliputi: 

a . koordinasi penyelenggaraan kears ipan di wi layah Daerah; 

b. pemberian pedoman dan standar kears ipan; 

c. pemberian bimbingan, supervis i , fasi l i tasi , dan konsul tas i 
pe laksanaan kears ipan; 

d. sosial isasi ; 

e. pendidikan dan pelatihan; dan 

f. perencanaan, penelitian, pengembangan pemantauan dan 

evaluasi . 

(3) D inas Perpustakaan dan Kears ipan dan uni t kears ipan 
bertanggung jawab me lakukan pembinaan internal da lam 
pengelolaan arsip akt i f di l ingkungan pencipta ars ip secara 
berjenjang. 

Pasa l 49 

Da lam rangka perl indungan kepentingan daerah dan hak 
keperdataan rakyat , D inas Perpustakaan dan Kears ipan bekerja 
s a m a dengan ins tans i terkait me lakukan pembinaan kears ipan 
terhadap lembaga swasta dan masyarakat yang me laksanakan 
kepentingan publik. 
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Pasa l 50 

(1) Pengawasan kears ipan meliputi pengawasan atas pe laksanaan 
penyelenggaraan kears ipan dan penegakan peraturan 
perundang-undangan yang ber laku. 

(2) Pengawasan atas penyelenggaraan kears ipan di l ingkungan 
Pemerintah Daerah d i laksanakan oleh D inas Kears ipan dan 
Perpustakaan. 

(3) Pengawasan atas penyelenggaraan kears ipan di l ingkungan 

B U M D d i l aksanakan oleh Sa tuan Pengawas Internal BUMD. 

B A B V I 
S I S T E M INFORMASI KEARS IPAN K A B U P A T E N KAPUAS H U L U 

DAN JARINGAN INFORMASI K E A R S I P A N 
K A B U P A T E N KAPUAS H U L U 

Bag ian Kesatu 

Pembangunan Sistem Informasi Kears ipan Kabupaten Kapuas H u l u 

dan Ja r ingan Informasi Kears ipan Kabupaten Kapuas Hu lu 

Paragraf 1 
Pembangunan Sistem Informasi Kears ipan Kabupaten Kapuas H u l u 

Pasa l 51 

(1) D inas Perpustakaan dan Kears ipan bertanggung jawab 
membangun dan mengelola S I K K yang merupakan sistem 
informasi kears ipan di Daerah. 

(2) Pembangunan S I K K d i l aksanakan melalui : 

a . penetapan kebi jakan S I K K ; dan 

b. penyelenggaraan S I K K . 

(3) Penetapan kebi jakan S I K K meliputi: 

a . kebi jakan da lam penyediaan informasi kears ipan; dan 

b. kebi jakan dalam penggunaan informasi kears ipan. 
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(4) Pembangunan S I K K merupakan ke lanjutan dar i pembangunan 
S K K . 

(5) S I K K merupakan bagian dar i S IKN . 

(6) Ketentuan mengenai petunjuk teknis S I K K diatur dalam 
Peraturan Bupat i . 

Paragraf 2 

Pembangunan Ja r ingan Informasi Kabupaten Kapuas H u l u 

Pasa l 52 

(1) J I K K merupakan sistem jar ingan informasi dan sa rana 
pelayanan untuk : 

a . ars ip dinamis; dan 

b. ars ip statis. 

(2) J I K K merupakan s impul ja r ingan kears ipan daerah dan 

merupakan bagian dar i J I K N yang merupakan pusat jar ingan 

nas ional pada ANRI. 

(3) S impu l ja r ingan kears ipan daerah bertanggung jawab atas: 

a . penyediaan informasi kears ipan yang d i susun dalam daftar 

ars ip d inamis dan dalam ars ip stat is; 

b. penyampaian daftar ars ip d inamis dan stat is kepada pusat 

jar ingan nasional ; 

c. penyediaan akses dan layanan informasi kears ipan; dan 

d. evaluasi secara berkala . 

(4) Ketentuan mengenai petunjuk teknis J I K K diatur dengan 

Peraturan Bupat i . 

Bagian Kedua 

Penggunaan Informasi Kears ipan 

Pasa l 53 

(1) U n t u k meningkatkan manfaat ars ip bagi kesejahteraan 
masyarakat , J I K K d igunakan sebagai wadah layanan informasi 
kears ipan bagi Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah 
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Daerah dan masyarakat . 

(2) Informasi kears ipan paling kurang memuat metadata arsip 
meliputi: 

a . pencipta arsip; 

b. nomor ars ip; 

c. kode klas i f ikasi ; 

d. u ra i an informasi; 

e. k u r u n wak tu ; 

f. j u m l a h ; dan 

g- keterangan. 

B A B V I I 
S U M B E R DAYA P E N D U K U N G 

Bag ian Kesatu 

Sumber Daya Manus ia 

Paragraf 1 
U m u m 

Pasa l 54 

Sumber daya m a n u s i a kears ipan terdiri a tas pejabat s t ruk tura l 
bidang kears ipan, ars ipar is dan fungsional umum/pengelola di 
bidang kears ipan. 

Pasa l 55 

(1) Pejabat s t ruk tura l di bidang kears ipan mempunyai kedudukan 
sebagai tenaga manajerial yang mempunyai fungsi, tugas dan 
tanggung jawab me laksanakan kegiatan kears ipan dalam h a l 
me lakukan perencanaan, penyusunan program, pengaturan, 
pengendalian pe laksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi 
serta pengelolaan sumber daya manus ia . 

(2) Ars ipar is terdiri atas ars ipar is Pegawai Negeri S ip i l dan ars ipar is 
non Pegawai Negeri S ip i l . 
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(3) Ars ipar is PNS merupakan Pegawai Negeri Sipi l yang memil ik i 
kompetensi di bidang kears ipan yang diangkat dan di tugaskan 
secara penuh dalam jaba tan fungsional ars ipar is sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber laku. 

(4) Ars ipar is non PNS merupakan pegawai non PNS yang memil ik i 
kompentensi di bidang kears ipan yang diangkat dan ditugaskan 
secara penuh me laksanakan kegiatan kears ipan di l ingkungan 
B U M D sesua i dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang ber laku. 

(5) Setiap OPD wajib menyediakan pengelola kears ipan sekurang-
kurangnya 1 (satu) orang yang d i tunjuk oleh Kepala OPD 
masing-masing dan ditetapkan dengan Keputusan Bupat i . 

Pasa l 56 

Terhadap sumber daya aparatur di bidang kears ipan sebagaimana 

d imaksud dalam Pasa l 55 , dapat diberikan: 

a. tambahan penghasilan berupa j a m i n a n kesehatan dan 

tunjangan k h u s u s daerah yang berkaitan dengan resiko 

pekerjaan, resiko kesehatan dan kondis i ker ja yang dibebankan 

kepada ins tans i masing-masing; dan 

b. pemberian tunjangan profesi bagi fungsional ars ipar is yang 

berkaitan dengan kelangkaan profesi, resiko beban kerja dan 

prestasi ker ja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang ber laku. 

Paragraf 2 
Kedudukan H u k u m dan Kewenangan 

Pasa l 57 

(1) Ars ipar is mempunyai kedudukan h u k u m sebagai tenaga 

profesional yang memil ik i kemandir ian dan independen dalam 

me laksanakan fungsi dan tugasnya. 

(2) Fungs i dan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) meliputi: 

a . menjaga terciptanya ars ip dari kegiatan yang d i l akukan oleh 

Pemerintah Daerah, B U M D dan Pemerintah Desa sesuai 
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dengan kewenangannya; 

b. menjaga ketersediaan arsip yang autent ik dan terpercaya 
sebagai alat bukt i yang sah ; 

c. menjaga terwujudnya pengelolaan ars ip yang handa l dan 
pemanfaatan ars ip sesua i dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang ber laku; 

d. menjaga keamanan dan keselamatan ars ip yang berfungsi 
u n t u k menjamin ars ip yang berkaitan dengan h a k 
keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan 
ars ip yang autent ik dan terpercaya; 

e. menjaga keselamatan dan kelestar ian arsip sebagai bukt i 
pertanggungjawaban da lam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara; 

f. menjaga keselamatan aset daerah da lam bidang ekonomi, 
sosial , politik, budaya, pertahanan serta keamanan sebagai 
identitas dan j a t i dir i bangsa; dan 

g. menyediakan informasi guna meningkatkan kua l i tas 
pelayanan publ ik dalam pengelolaan dan pemanfaatan ars ip 
yang autent ik dan terpercaya. 

Pasa l 58 

Da lam me laksanakan fungsi dan tugas, ars ipar is mempunyai 
kewenangan: 

a . menutup penggunaan ars ip yang menjadi tanggung j awabnya 
oleh pengguna ars ip apabi la dipandang pengguna ars ip dapat 
merusak keamanan informasi dan/atau f isik arsip; 

b. menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung j awabnya 
oleh pengguna arsip yang t idak berhak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang undangan yang ber laku; dan 

c. me lakukan penelusuran ars ip pada pencipta ars ip berdasarkan 

penugasan oleh p impinan pencipta ars ip a tau Kepala D inas 

Perpustakaan dan Kears ipan sesua i dengan kewenangannya 

dalam rangka penyelamatan arsip. 
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Paragraf 3 
Pendidikan dan Pelat ihan Kears ipan 

Pasa l 59 

Pendidikan dan pelatihan kears ipan bertujuan: 

a . meningkatkan pengetahuan, keahl ian, keterampilan, s ikap dan 
semangat pengabdian u n t u k dapat me laksanakan tugas jabatan 
di bidang kears ipan; 

b. menciptakan sumber daya manus i a kears ipan yang memenuhi 

persyaratan kompetensi di bidang kears ipan; dan 

c. menciptakan kesamaan v is i dan d inamika pola pikir dalam 
me laksanakan tugas di bidang kears ipan. 

Pasa l 60 

(1) Pendidikan dan pelatihan teknis kears ipan d i l aksanakan u n t u k 
mencapai persyaratan kompetensi teknis dalam jabatan yang 
mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab me lakukan 
kears ipan. 

(2) Pendidikan dan pelatihan teknis kears ipan dapat 

diselenggarakan secara berjenjang. 

(3) Pendidikan dan pelatihan teknis kears ipan d i ikut i oleh: 

a . Pegawai Negeri S ip i l yang a k a n a tau telah menduduki 
j aba tan yang fungsi, tugas dan tanggung j awabnya 
me laksanakan kegiatan kears ipan; 

b. pejabat s t ruk tura l di bidang kears ipan; 

c. pengurus B U M D dan pegawai B U M D ; dan 

d. Sekretar is Desa/Pegawai Non PNS yang menangani 

adminis tras i desa. 
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Bagian Kedua 

S a r a n a dan Prasarana 

Pasa l 6 1 

(1) Pengelolaan ars ip d i l akukan dengan menggunakan sa rana dan 
prasarana berdasarkan standar yang ditetapkan oleh ANRI. 

(2) S a r a n a dan prasarana meliputi: 

a . gedung; 

b. ruang; dan 

c. peralatan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi 

dan informasi. 

(3) Persyaratan sa rana dan prasarana pada ayat (2) mengatur 
lokasi , kons t ruks i , tata ruang, persyaratan ut i l i tas dan peralatan 
pengelolaan arsip. 

(4) Setiap OPD, Lembaga Kears ipan, Pemerintahan Desa dan B U M D 
wajib menyediakan sa rana dan prasarana u n t u k ruang 
penyimpanan arsip. 

Bagian Ketiga 

Pendanaan 

Pasa l 62 

(1) Pendanaan penyelenggaraan kears ipan d igunakan untuk : 

a. merumuskan dan menetapkan kebi jakan kears ipan; 

b. pembinaan dan pengelolaan kears ipan; 

c. penelit ian dan pengembangan; 

d. pengembangan sumber daya manus ia ; 

e. penyediaan j a m i n a n kesehatan; 

f. tunjangan profesi; dan 

g. penyediaan sa rana dan prasarana. 

(2) Pendanaan penyelenggaraan kears ipan yang d i l aksanakan oleh 
Pemerintah Daerah d ia lokas ikan dalam Anggaran Pendapatan 
dan Be lan ja Daerah. 
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(3) Pendanaan penyelenggaraan kears ipan yang diselenggarakan 
oleh B U M D dia lokasikan da lam anggaran BUMD. 

B A B V I I I 

PERAN S E R T A MASYARAKAT 

Pasa l 63 

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan 
Kears ipan. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d iwujudkan dengan: 

menciptakan, menyimpan, dan melindungi ars ip atas 
kegiatan yang dapat mengakibatkan muncu lnya hak dan 
kewajiban da lam rangka menjamin pel indungan h a k 
keperdataan dan h a k atas kekayaan intelektual serta 
mendukung ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara; 

menyerahkan ars ip stat is kepada D inas Perpustakaan dan 
Kears ipan; 

melindungi dan menyelamatkan arsip dan tempat 

penyimpanan ars ip dar i bencana a lam dan bencana sosial ; 

pembudayaan penggunaan dan pemanfaatan ars ip sesuai 

dengan prosedur yang benar; 

menggalang dan/atau menyumbangkan dana u n t u k 
penyelenggaraan kears ipan; 

menjadi sukare lawan dalam pengelolaan dan penyelamatan 

ars ip sesua i dengan kompetensi yang dimi l ik inya; dan 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kears ipan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang ber laku. 

b. 

c. 

d. 

# 
f. 
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B A B IX 

LARANGAN 

Pasa l 64 

Setiap orang dilarang: 

a. menguasai dan/atau memil iki ars ip daerah; 

b. menyediakan ars ip d inamis kepada pengguna ars ip yang t idak 
berhak; 

c. t idak menjaga keu tuhan , keamanan, dan keselamatan ars ip 
mi l ik daerah; 

d. t idak menjaga kerahas iaan arsip tertutup; 

e. memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar; dan 

f. memperjualbelikan a tau menyerahkan arsip yang memil iki n i la i 
guna kesejarahan kepada pihak la in di luar yang telah 
di tentukan. 

B A B X 

K E R J A S A M A 

Pasa l 6 5 

Pemerintah daerah dapat me lakukan ker jasama bidang kears ipan 
dengan: 

a. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 

b. lembaga/badan di luar negeri; 

c. Pemerintah Kabupaten/Kota; 

d. ins tans i vert ikal di Daerah; 

e. Badan U s a h a Milik Negara/BUMD; dan 

f. badan h u k u m swasta, perguruan tinggi, organisasi non 
pemerintah, dan perorangan. 
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B A B X I 

K E T E N T U A N PENYIDIKAN 

Pasa l 66 

(1) Penyidik Pegawai Negeri S ip i l di l ingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang k h u s u s u n t u k me lakukan penyidikan atas 
pelanggaran Peraturan Daerah in i . 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a . menerima, mencar i , mengumpulkan dan meneliti keterangan 
a tau laporan berkenaan dengan t indak pidana agar 
keterangan a tau laporan tersebut menjadi lengkap dan je las ; 

b. meneliti, mencar i dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi a tau B a d a n tentang kebenaran perbuatan, 
yang d i l akukan sehubungan dengan t indak pidana 
penyelenggaraan kears ipan; 

c. meminta keterangan dan barang bukt i dar i orang pribadi 
a tau B a d a n sehubungan dengan t indak p idana 
penyelenggaraan kears ipan; 

d. memer iksa b u k u catatan dan dokumen la in berkenaan 

dengan t indak p idana penyelenggaraan kears ipan; 

e. me lakukan penggeledahan u n t u k mendapatkan barang bukt i 
pembukuan, pencatatan dan dokumen la in serta me lakukan 
penyitaan terhadap barang bukt i tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ah l i da lam rangka pe laksanaan 
tugas penyidikan t indak pidana penyelenggaraan kears ipan; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan a tau tempat pada saat pemeriksaan 
sedang berlangsung dan memer iksa identitas orang, benda, 
dan/atau dokumen yang dibawa; 

h . memotret seseorang yang berkaitan dengan t indak pidana 

penyelenggaraan kears ipan; 

i . memanggil orang u n t u k didengar keterangannya dan 
diper iksa sebagai tersangka a tau saks i ; 

j . menghentikan penyidikan; dan/atau 
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k. melakukan t indakan la in yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana penyelenggaraan kearsipan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan has i l 
penyelidikannya kepada penuntut u m u m melalui Penyidik 
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang H u k u m Acara 
Pidana. 

B A B X I I 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 67 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 64 huru f a, huru f b, huru f c, huru f d, huru f e, dan 
huru f f, diancam dengan h u k u m a n pidana sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang tentang Kearsipan. 

(2) T indak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
pelanggaran. 

B A B X I I I 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 68 

Pada saat Peraturan Daerah in i mula i berlaku: 

a . Kepala Unit Kearsipan yang belum memiliki kompetensi di 
bidang kearsipan, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai 
pimpinan unit kearsipan dan wajib mengikuti pendidikan formal 
dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 

b. uni t kearsipan dan uni t pengolah yang belum memiliki arsiparis, 
untuk sementara tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam 
melaksanakan kegiatan kearsipan d i laksanakan oleh petugas 
yang ditunjuk pimpinan pencipta arsip dan Pemerintah Daerah 
wajib mencukupi kebutuhan akan arsiparis di uni t kearsipan 
dan uni t pengolah sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku. 

B A B X IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 69 

Peraturan Daerah in i mula i ber laku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah in i dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu . 

Ditetapkan di Putuss ibau 
pada tanggal 28 September 2018 

Diundangkan di Putuss ibau 
pada tanggal 1 Oktober 2018 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018 
NOMOR 6 

NOREG PERATURAN D A E R A H KABUPATEN KAPUAS HULU , 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (6)/(2018}; 

S a l i n a n S e s u a i d engan a s l i n y a 
^ ^ ^ f t e & a l a Bagian Hukum 



P E N J E L A S A N 

ATAS 

PERATURAN D A E R A H K A B U P A T E N KAPUAS H U L U 

NOMOR 6 TAHUN 2018 

TENTANG 

P E N Y E L E N G G A R A A N K E A R S I P A N 

UMUM 

Arsip sebagai produk dar i penyelenggaraan adminis tras i 
Pemerintah Daerah merupakan sa lah sa tu media perekam 
memori kolektif yang a k a n menjadi sumber informasi, a cuan , dan 
bahan pembelajaran masyarakat , bangsa, dan negara. Oleh 
ka r ena i tu Pemerintah Daerah, B U M D , pemerintah desa, lembaga 
pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan 
perseorangan h a r u s senant iasa menjal in ker jasama yang baik 
agar penyelenggaraan kears ipan di Kabupaten Kapuas H u l u 
dapat terwujud dengan baik. 

Be rdasarkan Pasa l 12 ayat (2) h u r u f r Undang-Undang 
Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah, m a k a 
kears ipan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. 
Kears ipan merupakan u r u s a n pemerintahan wajib yang t idak 
berkai tan dengan pelayanan dasar. 

U n t u k menjamin ketersediaan ars ip yang autentik, u t u h 
dan terpercaya, menjamin perl indungan kepentingan Pemerintah 
Daerah dan h a k keperdataan masyarakat , serta sistem informasi 
kears ipan daerah, perlu adanya penyelenggaraan kears ipan yang 
sesuai dengan prinsip, ka idah dan standar kears ipan 
sebagaimana diatur da lam peraturan perundang-undangan yang 
ber laku. 

Da lam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung 
terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik 
dan bersih, serta peningkatan kua l i tas pelayanan publik, m a k a 
penyelenggaraan kears ipan h a r u s d i l akukan dalam sua tu sistem 
penyelenggaraan kears ipan nas iona l yang komprehensif dan 
terpadu. Da lam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan 
kears ipan nas iona l yang komprehensif dan terpadu, per lu 
dibangun sistem kears ipan daerah, meliputi pengelolaan ars ip 
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dinamis dan pengelolaan ars ip statis. 

S istem kears ipan daerah merupakan sua tu sistem yang 
membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai 
komponen yang memil ik i fungsi dan tugas tertentu, in teraks i 
antar pe laku serta u n s u r la in yang sal ing mempengaruhi da lam 
penyelenggaraan kears ipan di l ingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kapuas H u l u , sehingga sistem kears ipan daerah berfungsi 
menjamin ketersediaan arsip yang autentik, u t u h dan terpercaya, 
serta mampu meng iden t i f i kas ikan keberadaan ars ip yang 
memil ik i keterkaitan informasi sebagai sa tu keu tuhan informasi 
pada semua organisasi kears ipan. 

U n t u k menunjang sistem kears ipan daerah, a k a n dibangun 
sistem informasi kears ipan Kabupaten Kapuas H u l u dan jar ingan 
informasi kears ipan Kabupaten Kapuas H u l u , yang merupakan 
bagian dar i s istem informasi kears ipan nasional dan jar ingan 
informasi kears ipan nasional . S is tem Informasi Kears ipan 
Kabupaten Kapuas Hu lu merupakan sua tu sistem informasi di 
l ingkungan Pemerintah Daerah yang dikelola D inas Perpustakaan 
dan Kears ipan dengan menggunakan sa rana jar ingan informasi 
kears ipan Kabupaten Kapuas Hu lu . Sedangkan jar ingan 
informasi Kabupaten Kapuas Hu lu merupakan sistem jar ingan 
informasi dan sa rana pelayanan arsip di l ingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kapuas H u l u yang a k a n d igunakan sebagai wadah 
Layanan informasi kears ipan kepada Pemerintah, Pemerintah 
Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kapuas H u l u dan masyarakat . 

Berdasarkan ura ian di atas, serta sejalan dengan 
ber lakunya Undang-Undang Nomor 43 t ahun 2009 tentang 
Kears ipan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 T a h u n 2012 
tentang Pe laksanaan Undang-Undang Nomor 43 T a h u n 2009 
tentang Kears ipan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Penyelenggaraan Kears ipan. 

I I . PASAL D E M I PASAL 

Pasa l 1 

C u k u p je las . 
Pasa l 2 

A y a t ( l ) 

C u k u p je las . 
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Ayat (2) 
H u r u f a 

Yang d imaksud dengan asas "kepast ian 

h u k u m " ya i tu penyelenggaraan kears ipan 

d i l aksanakan berdasarkan landasan h u k u m 

dan selaras dengan peraturan perundang-

undangan, kepatutan, dan keadi lan da lam 

kebi jakan penyelenggaraan negara. Ha l in i 

memenuhi penerapan asas supremasi h u k u m 

yang menyatakan bahwa setiap kegiatan 

penyelenggaraan negara d idasarkan pada 

h u k u m yang ber laku. 

Huru f b 

Yang d imaksud dengan asas "keautent ikan dan 

keterpercayaan" ya i tu penyelenggaraan 

kears ipan h a r u s berpegang pada asas menjaga 

keas l ian dan kepercayaan arsip sehingga dapat 

d igunakan sebagai bukt i dan bahan 

akuntabi l i tas . 

Huru f c 

Yang d imaksud dengan asas "keu tuhan " ya i tu 

penyelenggaraan kears ipan h a r u s menjaga 

kelengkapan ars ip dan upaya pengurangan, 

penambahan, dan pengubahan informasi 

maupun fisiknya yang dapat mengganggu 

keautent ikan dan keterpercayaan arsip. 

H u r u f d 

Yang d imaksud dengan asas "asa l u s u l " ya i tu 

asas yang d i l akukan u n t u k menjaga arsip tetap 

terkelola dalam satu kesa tuan pencipta ars ip 

(provenance), t idak dicampur dengan arsip yang 

berasal dar i pencipta ars ip la in , sehingga ars ip 

dapat melekat pada konteks penciptanya. 

H u r u f e 

Yang d imaksud dengan asas " a turan as l i " ya i tu 
a sas yang d i l akukan u n t u k menjaga arsip tetap 
ditata sesuai dengan pengaturan as l inya 
(original order) a t au sesuai dengan pengaturan 
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ket ika arsip mas ih d igunakan u n t u k 

pe laksanaan kegiatan pencipta ars ip. 

H u r u f f 

Yang d imaksud dengan asas "keamanan dan 
kese lamatan" ya i tu penyelenggaraan kears ipan 
h a r u s memberikan j a m i n a n keamanan ars ip 
dar i kemungk inan kebocoran dan 
penyalahgunaan informasi oleh pengguna yang 
t idak berhak, dan penyelenggaraan kears ipan 
h a r u s dapat menjamin terse lamatkannya ars ip 
dar i ancaman bahaya baik yang disebabkan 
oleh a lam m a u p u n perbuatan manus ia . 

H u r u f g 

Yang d imaksud dengan asas "profesionalan" 

ya i tu bahwa penyelenggaraan kears ipan h a r u s 

d i l aksanakan dengan sumber daya manus i a 

yang profesional dan memil ik i kompetensi di 

bidang kears ipan. 

H u r u f h 

Yang d imaksud dengan asas "keresponsifan" 

ya i tu bahwa penyelenggaraan kears ipan h a r u s 

tanggap atas permasalahan kears ipan maupun 

masa lah la in yang berkait dengan kears ipan, 

k h u s u s n y a bi la terjadi sua tu sebab 

kehancuran , k e rusakan a tau hi langnya arsip. 

Huru f i 

Yang d imaksud dengan asas "keantis ipat i fan" 

ya i tu penyelenggaraan kears ipan h a r u s didasari 

pada ant is ipas i a tau kesadaran terhadap 

berbagai perubahan dan kemungkinan 

perkembangan pentingnya ars ip bagi kehidupan 

berbangsa dan bernegara, perkembangan 

berbagai perubahan da lam penyelenggaraan 

kears ipan an ta ra la in perkembangan teknologi, 

informasi, budaya, dan ketatanegaraan. 

Huru f j 

Yang d imaksud dengan asas "kepartisipati fan" 

ya i tu penyelenggaraan kears ipan h a r u s 
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memberikan ruang un tuk peran serta dan 

partisipasi masyarakat di bidang kearsipan. 

Huru f k 

Yang dimaksud dengan asas "akuntabi l i tas" 
yai tu penyelenggaraan kearsipan ha rus 
memperhatikan arsip sebagai bahan 
akuntabi l i tas dan harus bias merefleksikan 
kegiatan dan peristiwa yang direkam. 

Huruf 1 

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" 

yai tu penyelenggaraan kearsipan ha rus dapat 

memberikan manfaat bagi kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Huruf m 

Yang dimaksud dengan asas "aksesibil itas" 

yai tu penyelenggaraan kearsipan ha rus dapat 

memberikan kemudahan, ketersediaan, dan 

keterjangkauan bagi masyarakat un tuk 

memanfaatkan arsip. 

Huruf n 

Yang d imaksud dengan asas kepentingan 

umum" yai tu penyelenggaraan kearsipan 

d i laksanakan dengan memperhatikan 

kepentingan u m u m dan tanpa diskriminasi . 

Huru f o 

Yang dimaksud dengan asas "kearifan lokal" 
ya i tu bahwa penyelenggaraan kearsipan ha rus 
sesuai dengan gagasan atau ni lai pandangan 
hidup setempat atau (lokal) yang bersifat 
bi jaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang 
tertanam dan di ikuti oleh masyarakatnya. 

Ayat (3) 
Cukup je las. 

Ayat (4) 
Cukup je las. 

Ayat (5) 
Cukup je las. 

3 
Cukup jelas. 
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Pasa l 4 
A y a t ( l ) 

C u k u p je las . 
Ayat (2) 

H u r u f a 

Penetapan kebi jakan di bidang pembinaan dan 

pengelolaan ars ip d imaksudkan u n t u k 

mengatur standar dan kendal i terhadap 

pengelolaan dan pembinaan kears ipan. 

H u r u f b 

Penetapan kebi jakan di bidang pembangunan 

S K K , S I K K dan J I K K d imaksudkan u n t u k 

menata penyelenggaraan kears ipan Daerah 

da lam kesatuan sistem kears ipan nasional . 

H u r u f c 

Penetapan kebi jakan di bidang organisasi 

d imaksudkan u n t u k mengatur standar fungsi, 

kendal i m u t u dan meningkatkan kapas i tas un i t 

kears ipan dan kelembagaan. 

H u r u f d 

Penetapan kebi jakan di bidang pengembangan 

sumber daya m a n u s i a d imaksudkan u n t u k 

mengatur kompetensi, profesionalisme dan 

kiner ja kears ipan. 

H u r u f e 

Penetapan kebi jakan di bidang p rasarana dan 

sa rana d imaksudkan u n t u k mengatur standar 

dan kendal i m u t u terhadap prasarana dan 

sa rana da lam pengelolaan kears ipan. 

H u r u f f 

Yang d imaksud dengan perl indungan dan 
penyelamatan arsip ada lah daerah 
menyelenggarakan perl indungan dan 
penyelamatan arsip yang d inyatakan sebagai 
ars ip mi l ik daerah, baik terhadap arsip yang 
keberadaanya d i da lam maupun di luar wi layah 
Negara Kesa tuan Republ ik Indonesia sebagai 
bahan pertanggungjawaban daerah dar i 
kemungkinan kehi langan, ke rusakan arsip yang 
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disebabkan oleh faktor a lam, biologi, fisika dan 

t indakan terorisme, spionase, sabotase, perang 

dan perbuatan vandal isme la innya. 

Pel indungan dan penyelamatan d i l akukan baik 

bersifat preventif maupun kurati f . 

H u r u f g 

Penetapan kebi jakan di bidang sosial isasi 

kears ipan d imaksudkan u n t u k mengatur 

strategi pencapaian v is i dan mis i 

penyelenggaraan kears ipan. 

H u r u f h 

Penetapan kebi jakan di bidang ker jasama 

d imaksudkan u n t u k mengatur prinsip-prinsip 

kerjasama. 

H u r u f i 

Penetapan kebi jakan di bidang pendanaan 
d imaksudkan u n t u k mengatur dan menetapkan 
program di bidang penyelenggaraan kears ipan 
d imana pendanaan yang d imaksud bersumber 
dar i Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerah, 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
bantuan luar negeri, dan/atau bantuan 
masyarakat . 

Ayat (3) 
C u k u p je las . 

Pasa l 5 

C u k u p je las . 
Pasa l 6 

C u k u p je las . 
Pasa l 7 

C u k u p je las . 
Pasa l 8 

C u k u p je las . 
Pasa l 9 

C u k u p je las . 
Pasa l 10 

A y a t ( l ) 

C u k u p je las . 
Ayat (2) 

C u k u p je las . 
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Ayat (3) 

C u k u p je las . 
Ayat (4) 

J R A fasilitatif adalah J R A yang berisi j angka w a k t u 
penyimpanan a tau retensi dar i j en i s ars ip yang 
d ihas i lkan dar i kegiatan atau fungsi fasilitatif an tara 
la in keuangan, kepegawaian, kehumasan , 
perlengkapan, dan ketatausahaan. J R A substant i f 
adalah J R A yang berisi j angka wak tu penyimpanan 
a tau retensi dar i j en i s ars ip yang d ihas i lkan dar i 
kegiatan atau fungsi substant i f setiap pencipta ars ip 
sesuai dengan fungsi dan tugasnya. 

Ayat (5) 

C u k u p je las . 
Ayat (6) 

C u k u p je las . 

Pasa l 11 
C u k u p je las . 

Pasa l 12 

C u k u p je las . 
Pasa l 13 

C u k u p je las . 
Pasal 14 

C u k u p je las . 
Pasa l 15 

Ayat (1) 
C u k u p je las . 

Ayat (2) 

H u r u f a 
C u k u p je las . 

H u r u f b 

Yang d imaksud dengan "penggunaan internal 
dan kepentingan publ ik" ya i tu dapat d i l akukan 
melalui penggunaan informasi ars ip dalam 
S I K D dan J I K D . 

Huru f c 
C u k u p je las . 

H u r u f d 
C u k u p je las . 

Ayat (3) 
C u k u p je las . 
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Ayat (4) 
Cukup je las. 

Pasal 16 
Cukup je las. 

Pasal 17 
Cukup je las. 

Pasal 18 
A y a t ( l ) 

Cukup je las 
Ayat (2) 

Cukup je las. 
Ayat (3) 

Cukup je las. 
Ayat (4) 

Cukup je las. 
Ayat (5) 

Cukup je las. 
Ayat (6) 

Yang dimaksud dengan registrasi adalah t indakan 
pencatatan terhadap penciptaan arsip yang 
merupakan bagian dari tahapan kegiatan pengurusan 
surat. 

Ayat (7) 
Yang dimaksud dengan t indakan pengendalian adalah 
suatu sarana pencatatan yang d i lakukan untuk 
mengetahui posisi dan t indak lanjut dari arsip yang 
telah didistr ibusikan.Di lakukan oleh unit pengolah 
dan unit kearsipan sesuai kewenangan baik dengan 
sarana manua l maupun elektronik. T indakan 
pengendalian merupakan bagian tahapan dari 
kegiatan pengurusan surat. 

Ayat (8) 

Cukup je las. 
Pasal 19 

Cukup je las. 
Pasal 20 

Aya t ( l ) 
Cukup je las. 

Ayat (2) 
Cukup je las. 
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Ayat (3) 

C u k u p je las . 

Ayat (4) 

C u k u p je las . 

Ayat (5) 

C u k u p je las . 

Ayat (6) 

Penggunaan arsip d inamis d i l akukan u n t u k 

memenuhi kepentingan dalam kegiatan perencanaan, 

pengambilan keputusan, layanan kepentingan publik, 

perl indungan hak , a tau penyelesaian sengketa 

tanggung jawab terhadap autentis i tas arsip yang 

dibuat d ibukt ikan dengan ca ra pemberian tanda 

tangan a tau paraf oleh pejabat yang berwenang. 

Ayat (7) 

C u k u p je las . 

Pasa l 21 

C u k u p je las . 

Pasa l 22 

C u k u p je las . 

Pasa l 23 

C u k u p je las . 

Pasa l 24 

A y a t ( l ) 

Pengaturan fisik, pengolahan informasi arsip, dan 

penyusunan daftar ars ip inakt i f d imaksudkan u n t u k 

memudahkan penemuan kembal i . 

Ayat (2) 

C u k u p je las . 
Ayat (3) 

C u k u p je las . 
Ayat (4) 

C u k u p je las . 
Pasa l 25 

A y a t ( l ) 
C u k u p je las . 

Ayat (2) 
Penyimpanan arsip akt i f d i l akukan pada sentral ars ip 
akt i f a tau central JUe sebagai tempat penyimpanan 
ars ip akt i f yang dirancang u n t u k penyimpanan ars ip 
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secara efisien, efektif, dan aman. Penyimpanan arsip 
inakt i f d i l akukan pada sentral ars ip inakt i f a tau 
records center sebagai tempat penyimpanan arsip 
inakt i f pada bangunan yang dirancang u n t u k 
penyimpanan arsip. 

Ayat (3) 

C u k u p je las . 

Ayat (4) 

C u k u p je las . 

Pasa l 26 

A y a t ( l ) 

C u k u p je las . 

Ayat (2) 

C u k u p je las . 

Ayat (3) 

C u k u p je las . 

Ayat (4) 

C u k u p je las . 

Ayat (5) 

A l ih media arsip da lam rangka pemeliharaan ars ip 

d inamis d imaksudkan u n t u k menjaga keamanan, 

keselamatan, dan keutuhan arsip yang 

dial ihmediakan. 

Ayat (6) 

Yang d imaksud dengan memberikan tanda tertentu 

adalah memberikan paraf a tau tanda tangan secara 

manua l a tau elektronik terhadap arsip has i l a l ih 

media. 

Ayat (7) 

C u k u p je las . 
Ayat (8) 

C u k u p je las . 
Ayat (9) 

C u k u p je las . 
Ayat (10) 

C u k u p je las . 
Ayat (11) 

C u k u p je las . 
Pasa l 27 

C u k u p je las . 
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Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup je las. 

Pasal 30 
A y a t ( l ) 

B a h w a arsip yang akan d imusnahkan tidak berkaitan 
dengan perkara yang mas ih dalam proses hukum. 

Ayat (2) 
Huru f a 

Cukup je las. 
Huruf b 

Cukup je las. 
Huru f c 

Cukup je las. 
Huruf d 

Cukup je las. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Pasal 31 

Cukup je las. 
Pasal 32 

Cukup je las. 
Pasal 33 

A y a t ( l ) 
Yang d imaksud dengan penyeleksian arsip adalah 
kegiatan penilaian un tuk memastikan bahwa arsip 
yang d iusulkan musnah tidak memiliki ni la i guna, 
telah habis retensinya dan berketerangan 
d imusnahkan berdasarkan J R A , tidak ada peraturan 
yang melarang dan tidak berkaitan dengan perkara 
yang mas ih dalam proses. 

Ayat (2) 
Cukup je las. 

Ayat (3) 
Cukup je las. 

Ayat (4) 
Cukup je las. 

Ayat (5) 
Cukup je las. 
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Pasal 34 
Cukup je las. 

Pasal 35 
Cukup je las. 

Pasal 36 
Aya t ( l ) 

Cukup je las. 
Ayat (2) 

Cukup je las. 
Ayat (3) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup je las. 

Huru f d 
Cukup je las. 

Huru f e 

Yang dimaksud dengan surat pernyataan dari 
pimpinan pencipta arsip adalah surat 
pernyataan yang menyatakan bahwa arsip yang 
diserahkan adalah asl i . Apabila yang 
diserahkan berupa kopi arsip, pimpinan 
pencipta arsip menjamin dengan membuat 
surat pernyataan bahwa kopi arsip sesuai 
naskah asl i . Verifikasi d i lakukan oleh lembaga 
kearsipan un tuk menentukan bahwa arsip yang 
diserahkan adalah arsip statis. 

Huru f f 
Cukup jelas. 

Huru f g 
Cukup je las. 

Ayat (4) 
Cukup je las. 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Cukup je las. 
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Pasa l 39 

Yang d imaksud dengan "standar deskripsi ars ip s tat is " 

ada lah ketentuan dasar da lam mendeskr ips ikan/merekam 

informasi ars ip stat is. 

Pasa l 40 

A y a t ( l ) 

C u k u p je las . 

Ayat (2) 

C u k u p je las . 

Ayat (3) 

Huru f a 

Yang d imaksud dengan guide adalah sa rana 

bantu penemuan ars ip stat is berupa ura ian 

informasi mengenai k h a s a n a h arsip stat is yang 

tersimpan baik secara kese luruhan maupun 

tematis d i lembaga kears ipan. 

H u r u f b 

C u k u p je las . 
H u r u f c 

C u k u p je las . 

H u r u f d 

Yang d imaksud dengan " inventaris ars ip " 
adalah sa rana bantu penemuan kembali ars ip 
stat is berupa ura ian deskripsi informasi yang 
d i susun berdasarkan skema pengaturan arsip 
yang dilengkapi dengan sejarah dan 
fungsi/peran pencipta arsip, r iwayat ars ip, 
sejarah penataan ars ip , tanggung jawab teknis 
penyusunan, indeks, daftar is t i lah asing, 
s t ruktur organisasi u n t u k ars ip kelembagaan 
a tau r iwayat h idup u n t u k arsip perseorangan, 
dan konkordan (petunjuk perubahan terhadap 
nomor ars ip pada inventaris ars ip yang l ama ke 
dalam inventaris ars ip yang baru . 

Ayat (4) 
Yang d imaksud dengan "daftar ars ip stat is " adalah 
sa rana bantu penemuan arsip stat is berupa ura ian 
deskripsi informasi yang sekurang-kurangnya 
memuat nomor ars ip, bentuk redaksi , i s i r ingkas, 
k u r u n wak tu penciptaan, t ingkat perkembangan, 
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j umlah , dan kondisi arsip. 

Pasal 41 
Cukup jelas. 

Pasal 42 
Cukup je las. 

Pasal 43 
Cukup je las. 

Pasa l 44 
Cukup je las. 

Pasal 45 
Cukup jelas. 

Pasal 46 
Cukup je las. 

Pasal 47 
Cukup jelas. 

Pasal 48 
Cukup je las. 

Pasa l 49 
Yang dimaksud dengan lembaga swasta dan masyarakat 
adalah pelaksana kegiatan yang menggunakan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah dan/atau kegiatan yang berkaitan 
dengan kepentingan publik. Lembaga yang melaksanakan 
kepentingan publik antara la in lembaga pendidikan swasta, 
rumah sakit swasta, dan kantor notaris. 

Pasal 50 
Cukup jelas. 

Pasal 51 
Cukup jelas. 

Pasal 52 
Cukup je las. 

Pasal 53 
Cukup jelas. 

Pasal 54 
Cukup jelas. 

Pasal 55 
Cukup je las. 

Pasal 56 
Cukup je las. 
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Pasa l 57 

A y a t ( l ) 

Yang d imaksud dengan "kemandir ian" adalah dalam 

me laksanakan fungsi dan tugasnya ars ipar is 

berpegang pada kompetensi yang dimi l ik inya. 

Yang d imaksud dengan "independen" adalah bebas 

dar i pengaruh p ihak manapun dalam me laksanakan 

kewenangannya berdasarkan pada ka idah-ka idah 

kears ipan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang ber laku. 

Ayat (2) 

C u k u p je las . 

Pasa l 58 

Huru f a 

C u k u p je las . 

H u r u f b 

C u k u p je las . 

Huru f c 

Yang d imaksud dengan "penugasan oleh p impinan 

pencipta ars ip a tau kepala lembaga kears ipan" adalah 

penugasan sesuai dengan wi layah kewenangan 

lembaga yang dimi l ik i oleh masing-masing pimpinan 

lembaga pencipta a tau lembaga kears ipan. 

Pasa l 59 
C u k u p je las . 

Pasa l 60 

C u k u p je las . 
Pasa l 6 1 

A y a t ( l ) 
S tandar sa rana berupa bangunan gedung 
penyimpanan ars ip dibuat sesua i dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang bangunan 
gedung. 

Ayat (2) 

Gedung, ruangan, dan peralatan digunakan u n t u k 
mengelola ars ip d inamis maupun ars ip stat is da lam 
berbagai bentuk dan media, seperti: penyimpanan 
arsip aktif, penyimpanan arsip inaktif, penyimpanan 
arsip stat is, peralatan kears ipan, gedung 
penyimpanan ars ip, penyimpanan ars ip v i tal , 
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penyelamatan ars ip, dan sistem jar ingan informasi 

dan komunikas i . 

Ayat (3) 

C u k u p je las . 
Ayat (4) 

C u k u p je las . 
Pasa l 62 

C u k u p je las . 
Pasa l 63 

C u k u p je las . 
Pasa l 64 

C u k u p je las . 
Pasa l 65 

C u k u p je las . 
Pasa l 66 

C u k u p je las . 
Pasa l 67 

C u k u p je las . 
Pasa l 68 

C u k u p je las . 
Pasa l 69 

C u k u p je las . 
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